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Abstract
This study aims to analyze the implementation of Islamic financial institution services using wakalah and rahn contracts as the main instruments in financing and deposit activities. The wakalah contract is used as a form of delegation of power from customers to financial institutions to carry out certain transactions, such as purchasing goods or managing documents, while the rahn contract is used as a debt guarantee by holding valuables belonging to customers. Through a qualitative approach with literature studies and analysis of practices in several Islamic financial institutions in IndonesiaIt was discovered that the pairing of these two agreement types is frequently utilized in Islamic pledge products (rahn), with wakalah serving the purpose of liquidating the collateral in case the borrower fails to settle their obligation. The execution of this contract demonstrates a commitment to Islamic values, clarity, and safeguarding the rights of the debtor. However, there remain concerns regarding the comprehension of Islamic finance and the supervision of operations that require enhancement to boost effectiveness and sharia compliance.
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Abstrak

layanan yang ditawarkan oleh organisasi keuangan Islam yang memanfaatkan perjanjian wakalah dan rahn sebagai instrumen utama dalam kegiatan pembiayaan dan penitipan barang. Akad wakalah digunakan sebagai bentuk pelimpahan kuasa dari nasabah kepada lembaga keuangan untuk melakukan suatu transaksi tertentu, seperti pembelian barang atau pengurusan dokumen, sedangkan akad rahn digunakan sebagai jaminan utang dengan menahan barang berharga milik nasabah. Melalui pendekatan kualitatif dengan studi pustaka dan analisis praktik di Banyak entitas keuangan syariah di Indonesia telah menemukan bahwa integrasi dari kedua kontrak ini umumnya digunakan dalam layanan gadai syariah (rahn), memanfaatkan wakalah untuk memfasilitasi penjualan barang yang digadaikan dalam kasus ketika klien gagal menyelesaikan utang. Implementasi akad tersebut menunjukkan kesesuaian dengan prinsip- prinsip syariah, transparansi, dan perlindungan terhadap hak-hak nasabah. Namun demikian, tantangan dalam aspek literasi keuangan syariah dan pengawasan operasional masih perlu diperbaiki guna meningkatkan efisiensi dan kepatuhan syariah.
Kata kunci: lembaga keuangan syariah, akad wakalah, akad rahn, gadai syariah, pembiayaan syariah.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Organisasi keuangan Islam di Indonesia sedang mengalami ekspansi dan perkembangan yang cepat. seiring berjalannya waktu. merupakan respons terhadap kebutuhan masyarakat Muslim mendukung kerangka moneter yang mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam, dengan salah satu prinsip dasarnya yaitu dalam Sistem keuangan syariah menolak praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian). Dalam rangka menyediakan layanan keuangan yang adil dan sesuai syariah, LKS menggunakan akad-akad (kontrak) yang diatur berdasarkan hukum Islam, seperti akad wakalah dan rahn (Sahla et al., 2023).
Perjanjian wakalah mewakili suatu jenis transfer otoritas dari satu individu (muwakkil) ke entitas agen lain untuk melakukan tugas tertentu atas namanya. Kewenangan surat kuasa, mengenai batas-batas dari ditentukan. Dalam praktik perbankan syariah, wakalah banyak digunakan dalam produk-produk seperti pembiayaan berbasis Pelimpahan wewenang oleh seseorang (muwakkil)kepada individu (agen) alternatif untuk melaksanakan tugas tertentu atas nama dirinya. untuk membeli barang. Sementara itu, akad rahn adalah akad gadai, di mana suatu barang dijadikan jaminan atas utang. Akad ini digunakan untuk memberikan rasa aman bagi lembaga keuangan, tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Layanan rahn menjadi penting terutama bagi masyarakat yang memerlukan pembiayaan cepat namun tidak ingin berurusan dengan bunga sebagaimana di lembaga keuangan konvensional.
Kombinasi akad wakalah dan rahn sering digunakan dalam produk pembiayaan seperti rahn emas (gadai emas syariah). Dalam produk ini, nasabah menyerahkan emas sebagai jaminan, dan LKS dapat bertindak sebagai wakil dalam menjual emas jika nasabah gagal melunasi kewajiban. Dengan demikian, pemanfaatan akad-akad syariah ini tidak hanya menunjukkan komitmen terhadap prinsip Islam, tetapi juga memberikan solusi keuangan yang lebih etis dan inklusif bagi masyarakat luas.

B. Rumusan Masalah

1. Jelaskan Definisi wakalah dan rahn ?

2. Apa saja dasar hukum wakalah dan rahn ?

3. Apa ketentuan syarat dan rukun dalam pelaksanaan wakalah dan rahn?

4. Bagaimana Skema Wakalah dan rahn ?

5. Bagaimana Aplikasi Wakalah Dan Rahn dalam lembaga keuangan syariah ?

C. Tujuan penelitian

1. Dapat memahami dan menjelaskan definisi wakalah dan rahn.

2. Dapat memahami dan menjeIaskan dasar hukum yang mendasari wakalah dan rahn.

3. Dapat memahami dan menjeIaskan rukun dan syarat wakalah dan rahn.
4. Dapat memahami dan menjelaskan skema wakalah dan rahn.

5. Dapat memahami dan menjelaskan penerapan wakalah dan rahn dalam lembaga keuangan syariah.
D. Kutipan dari Ahli

Beberapa pernyataan atau teori yang dikemukakan para ahli mengenai landasan hukum akad wakalah dan rahn dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) :
1. Menurut Hilmiatus Sahla dan rekan-rekannya dalam Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa, akad wakalah merupakan Kontrak wakalah merupakan unsur penting dalam kegiatan perbankan syariah. Kontrak ini berperan dalam mendukung berbagai layanan dan transaksi, seperti simpanan, investasi, serta pembiayaan, sehingga memungkinkan bank syariah memenuhi kebutuhan finansial nasabah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Para ahli menyimpulkan bahwa kontrak wakalah berpotensi menjadi alternatif bagi kontrak-kontrak yang digunakan dalam sistem perbankan konvensional dan sering

dikombinasikan dengan kontrak lain untuk menciptakan pola transaksi yang lebih kompleks.
2. dri Wahyuni dalam Journal of Comprehensive Islamic Studies menjelaskan bahwa implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 25 dan 26/DSN-MUI/III/2002 mengenai kontrak rahn dan ijarah di pegadaian Islam menetapkan bahwa harga sewa ditentukan berdasarkan nilai aset yang dijadikan jaminan. Penilaian harga sewa ini selaras dengan ketentuan yang diatur dalam fatwa DSN-MUI. dan berdasarkan ajaran Al-Qur'an, Hadis, serta kesepakatan para ahli. Ini menunjukkan bahwa Pegadaian Islam beroperasi sesuai dengan pedoman yang ditetapkan. prinsip-prinsip syariah operasionalnya.
3. Muhammad Wifqi Hidayatullah dan rekan-rekannya dalam Jurnal Ilmiah Research and Development Student menyatakan bahwa iramentasi akad rahn di Pegadaian Syariah tidak hanya memberikan alternatif pembiayaan yang sesuai syariah, tetapi juga berperan dalam meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat. Dengan memahami konsep rahn, masyarakat dapat memanfaatkan layanan keuangan syariah untuk membantu perekonomian keluarga dan memulai usaha baru.
METODE PENELITIA
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengeksplorasi menyeluruh bagaimana penerapan akad Wakalah dan Rahn dalam operasional lembaga keuangan syariah. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah memahami proses, sistem operasional, serta tantangan yang dihadapi lembaga keuangan syariah dalam menerapkan kedua akad tersebut sesuai prinsip syariah. Metode Diskusi mendalam dengan individu-individumenjadi metode utama dalam pengumpulan data seperti pegawai lembaga keuangan syariah, manajemen, dan nasabah yang menggunakan produk berbasis Wakalah atau Rahn. Selain itu, dilakukan juga observasi langsung terhadap proses transaksi atau layanan yang diberikan, serta pengumpulan dokumen seperti standar operasional prosedur (SOP), brosur produk, dan dokumen internal lainnya.
Penelitian ini dilaksanakan di sasalah satu entitas keuangan Islam seperti Bank Syariah Indonesia, Pegadaian Syariah, BMT, atau koperasi syariah, yang menawarkan layanan dengan memanfaatkan perjanjian Wakalah dan/atau Rahn. Metode untuk analisis data yang diterapkan melibatkan reduksi data, yakni memilah informasi penting dari hasil wawancara dan observasi, penyajian data dalam bentuk narasi sistematis, serta penarikan kesimpulan berdasarkan temuan

lapangan dan kesesuaian praktik dengan ketentuan syariah dan fatwa DSN-MUI. Fokus penelitian diarahkan pada pemahaman mengenai proses implementasi akad, bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan, kepatuhan terhadap prinsip fiqh muamalah, kendala-kendala operasional, serta persepsi nasabah terhadap layanan tersebut. Penelitian ini didasarkan pada literatur keuangan syariah, fatwa DSN-MUI, peraturan OJK, dan sumber fiqh klasik maupun kontemporer sebagai dasar analisis.
HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian wakalah
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengeksplorasi mendelegasikan wewenang kepada orang lain untuk mengelola suatu masalah. Wakalah mewakili fungsi sebagai perwakilan. Ungkapan Al-Wakalah lebih jauh menyampaikan gagasan tentang delegasi kekuasaan (al-Tafwidh) dan penjagaan (al-Hifdh). Dalam konteks mazhab fikih Shafi'i, wakalah didefinisikan sebagai proses memberikan wewenang (pengacara) kepada individu lain (perwakilan) untuk melaksanakan tugas-tugas yang dapat dipindahtangankan (perjanjian mandat) dan juga dapat dilaksanakan dengan orang yang mendelegasikan, selama tugas tersebut dilakukan sementara si delegator masih hidup. Dalam arti yang paling sederhana, wakalah menunjukkan tindakan melindungi, mempertahankan, atau memanfaatkan pengetahuan untuk orang lain. Dari interpretasi ini, konsep tawkeel muncul, yang menandakan tindakan menunjuk seseorang untuk mengawasi tanggung jawab atau mendelegasikan tugas kepada orang lain. (Ramadanti, 2022).
Berdasarkan pemahaman yang disampaikan sebelumnya, jelas bahwa wakala berfungsi sebagai suatu perjanjian yang memungkinkan satu pihak untuk mendelegasikan kekuasaan kepada individu lain untuk melakukan suatu tindakan yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak awal. Esensi dari kontrak wakala terletak pada penggunaannya oleh individu ketika mereka membutuhkan bantuan dari orang lain untuk menyelesaikan tugas yang tidak dapat mereka capai sendiri dan untuk mencari seseorang untuk melakukannya.
2. Landasan Hukum wakalah
Dasar hukum untuk wakalah dijelaskan sebagai berikut:

a. Al-Qur’an

Elemen kunci yang mendukung wakalah adalah pernyataan Allah SWT mengenai kisah Para Sahabat Gua.

اوَكَٰذلِكَ بَعَثْٰنهُمْ لِيَتَسَاۤءَلُوْا بَيْنَهُمٍْۗ قَالَ قَاۤىِٕلٌ  ِ'منْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمٍْۗ قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْ „مٍۗ قَالُوْا رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمٍْۗ فَابْعَثُوْْٓا اَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ ٰهذِ ,هْٓ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلْيَنْظُرْ اَيُّهَآْ اَزْٰكى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْ „ق ِ'منْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلََ يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا ََ١۝
Arti: "Jadi Kami mengangkat mereka agar mereka saling bertanya. Salah satu dari mereka bertanya: Sudah berapa lama kalian di tempat ini? Mereka menjawab: Kami telah di sini selama sehari atau mungkin setengah hari. Yang lain berkata: Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kalian ada di sini. Oleh karena itu, kirim salah satu dari kalian dengan koin perak ini ke kota, biarkan dia menentukan makanan mana yang lebih baik, dan biarkan dia membawa kembali beberapa bekal. Dia harus berhati-hati dan memastikan bahwa tidak ada yang mengetahui keberadaan kalian." (Qs. Al-Kahfi:19) Surat Yusuf ayat 55 juga menerangkan:
ٰيقَالَ اجْعَلْنِيْ عَٰلى خَزَاۤىِٕنِ الْرََْضِِۚ اِنِ'يْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ ٥٥۝
Artinya: “Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya
aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan". (Qs. Yusuf:55)
Kalimat-kalimat itu diakhiri dengan menyatakan bahwa ketika berurusan, individu dapat diwakili; ada alternatif yang tersedia bagi orang-orang yang menghadapi situasi tertentu yang menghambat kemampuan mereka untuk bertindak sepenuhnya sendiri, baik melalui otoritas atau kesadaran diri dalam esensi dukungan timbal balik. Oleh karena itu, seseorang dapat terlibat dalam atau memfasilitasi transaksi melalui metode Wakalah.
b. Sunnah
أَنَّ رَسُوْلُ الله صَلَى اَّللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَارَافِعِ وَرَجُلا مِنَ الْنَْْصَارِ فَزَوْجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ )رواه ملك(
Artinya: "Rasulullah SAW telah memberi kepercayaan kepada Abu Rafi' dan seorang Anshar untuk mewakilinya dalam menikahi Maimunah binti Harits." (HR. Malik)
c. Ijma
Keabsahan akad wakalah bergantung pada fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI dan wajib diikuti. Beberapa fatwa DSN-MUI telah dikeluarkan sebagai pedoman.
d. Fatwa DSN-MUI
Akad wakalah dianggap sah apabila merujuk pada sejumlah Ketetapan yang ditetapkan oleh DSN-MUI perlu dipatuhi. Di bawah ini adalah deklarasi yang dibuat oleh DSN-MUI. Putusan tentang wakalah, Fatwa DSN-MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 mengenai Wakalah menjelaskan:

1. Untuk mencapai tujuan tertentu, terkadang perlu melibatkan individu lain melalui perjanjian wakalah, yang melibatkan pelimpahan wewenang dari satu entitas ke entitas lain dalam situasi yang memungkinkan pelimpahan tersebut.
2. Di Lembaga Keuangan Syariah (LKS), perjanjian wakalah digunakan sebagai jenis layanan perbankan yang ditawarkan kepada klien.
3. Agar pelaksanaan wakalah Sesuai dengan pedoman syariah, Dewan Syariah Nasional (DSN) mengakui perlunya menerbitkan fatwa mengenai wakalah sebagai acuan bagi LKS. Mengingat:
Firman Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an meliputi::
– Surah Al-Kahfi (18): 19
· Surah Al-Baqarah (2):282 Sabda Nabi Muhammad SAW
· Dilaporkan oleh Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW menyatakan: "Seorang wakil bertanggung jawab terhadap apa yang diwakilkan kepadanya." (HR.Abu Dawud) Menyatakan:
Putusan Fatwa tentang Wakalah pertama: Mengenai Ketentuan Umum
1. Penyerahan wewenang oleh satu pihak (muwakkil) kepada pihak lain (wakil) dalam hal-hal yang diperbolehkan untuk didelegasikan .
2. Kontrak wakalah dapat dilaksanakan baik dengan maupun tanpa imbalan (ujrah).
3. Para pihak wajib mengungkapkan ijab dan qabul sebagai tanda persetujuan mereka untuk mengadakan akad (kontrak)
4. Wakalah yang melibatkan imbalan bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan bersama.
5. Wakalah tanpa imbalan dapat dihapuskan secara sepihak
6. Wakil harus melaksanakan tugas sesuai dengan kuasa yang diberikan dan tidak melampaui batas kuasa tersebut.
7. Wakalah berakhir dengan:
a. Selesainya tugas yang diwakilkan.
b. Dicabutnya kuasa oleh muwakkil.
c. Meninggalnya salah satu pihak.

Kedua: Ketentuan Penutup
Fatwa ini efektif sejak tanggal yang telah ditentukan. Apabila di masa yang akan datang terdapat kesalahan, maka akan dilakukan revisi dan penyesuaian sesuai dengan semestinya.
3. Rukun dan syarat wakalah
Elemen-elemen dan kriteria wakala dijabarkan di bawah ini (Ramadanti, 2022):
A. Elemen wakala
1) Individu yang memberikan wewenang (al-Muwakkil)
2) Individu yang memiliki kekuasaan (al-Wakil)
3) Hal atau objek yang dipercayakan (al-Taukil)
4) Persetujuan (Ijab dan Qabul).
B. Persyaratan untuk Perwakilan (individu yang diwakili)
Perwakilan adalah individu yang memberikan wewenang dan harus memiliki kemampuan hukum untuk melaksanakan tanggung jawab yang didelegasikan, karena mereka baik memiliki kepemilikan atau memiliki kontrol atas barang atau tindakan yang didelegasikan. Persyaratan untuk perwakilan mencakup:
1) Pemilik sah yang dapat mengambil tindakan terkait apa yang telah ditugaskan.
2) Individu dengan kompetensi hukum atau anak kecil yang cerdas dalam parameter tertentu, terutama dalam situasi yang menguntungkan mereka, seperti mendelegasikan untuk mendapatkan hadiah, menerima kontribusi, dan tindakan serupa.
C. Kriteria untuk seorang wakil (yang bertindak atas nama orang lain) Kriteria untuk seorang wakil mencakup hal-hal berikut:
1) Harus secara hukum mampu, dapat bertindak untuk dirinya sendiri dan mewakili orang lain, memiliki pemahaman bahwa cukup tentang persoalan yang diberikan kepadanya, dan dapat diandalkan dalam menjalankan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
2) Harus memiliki kemampuan untuk memenuhi tugas yang diberikan kepadanya.
3) Seorang agen adalah orang yang menerima mandat.
D. Barang yang direpresentasikan/Objek Representasi
Sebuah entitas yang dapat berfungsi sebagai subjek dalam kontrak atau penugasan yang dapat dilaksanakan oleh individu lain, isu-isu yang diizinkan dan dibenarkan dalam kerangka hukum Islam, memiliki identitas yang jelas, dan dimiliki oleh pihak utama (al-

Muwakkil) dengan cara yang sah, seperti: transaksi yang melibatkan jual beli, sewa, pengalihan utang, jaminan, kemitraan, perdagangan mata uang, pembayaran gaji, kesepakatan tentang pembagian keuntungan, perceraian, pernikahan, penyelesaian perbedaan, dan hal-hal serupa.
E. Pernyataan Kesepakatan (Ijab-Qabul)
Sebuah pemahaman Secara kolaboratif dibentuk oleh kedua belah pihak, perjanjian ini dapat diungkapkan secara lisan atau didokumentasikan secara tertulis, bahwa bertujuan untuk saling menukarkan baik aset yang nyata maupun manfaat yang diperoleh dari pertukaran yang disepakati.
4. Skema Wakalah
[image: ]
Deskripsi:
1. Klien dan pemangku kepentingan membentuk kesepakatan dengan lembaga keuangan Islam untuk melaksanakan tugas berdasarkan kebutuhan klien dan pemangku kepentingan.
2. Lembaga keuangan Islam memperoleh biaya untuk menyelesaikan tugas yang ditugaskan.
3. Berbagai layanan yang mungkin ditawarkan di bawah perjanjian al-Wakalah terdiri dari: transfer, kliring, kliring antarkota, penagihan, surat kredit, dan pembayaran.
5. ApIikasi wakalah dalam Lembaga Keuangan Syariah
Wakalah dalam keuangan Islam merujuk pada kontrak di mana klien memberdayakan bank untuk mewakili mereka. Pengaturan ini sering kali terkait dengan kontrak tambahan yang

dibuat oleh klien dengan Lembaga Keuangan Islam (IFI). Misalnya, dalam kontrak pembiayaan murabahah, IFI dapat memberikan izin kepada klien untuk mencari dan memilih produk yang akan dibiayai. Pengaturan serupa juga terdapat dalam akad salam, istisna, dan ijarah, di mana nasabah diberi wewenang untuk bertindak sebagai wakil dari LKS. (Ulva, 2017).
Dalam organisasi keuangan Islam, perjanjian wakalah memungkinkan klien untuk memberi kuasa kepada bank untuk melakukan tugas-tugas tertentu bagi mereka, termasuk mengelola surat kredit dan transfer uang. Sesuai dengan perjanjian ini, bank akan menerbitkan L/C atas permintaan klien, asalkan klien melakukan setoran terlebih dahulupembayaran penuh sebesar nilai L/C tersebut. Dana ini disimpan oleh bank berdasarkan prinsip wadiah (titipan). Sebagai imbalan atas jasa yang diberikan, bank mengenakan biaya layanan (ujrah) sebesar Rp
2.000 untuk transaksi lokal dan Rp 10.000 untuk transaksi antar kota. Biaya ini dibebankan pada awal proses kliring. (Ramadanti, 2022).
Bank syariah menyediakan layanan berdasarkan akad wakalah, di mana bank bertindak sebagai agen nasabah (muwakil) untuk melaksanakan tugas tertentu (taukil). Atas layanan ini, bank menerima imbalan berupa biaya atau ongkos administrasi. Misalnya, bank dapat mewakili nasabah dalam membayar penyedia energi atau layanan telepon untuk pembayaran. Ilustrasi lebih lanjut adalah ketika lembaga keuangan bertindak sebagai wakil untuk lembaga pendidikan, mengumpulkan biaya pendaftaran dari para siswa atau mahasiswa.
Contoh layanan Sebuah kesepakatan wakalah mencakup berbagai layanan seperti Surat Kredit, transfer uang, proses kliring, Penyelesaian Bruto Waktu Nyata, bantuan penagihan, dan manajemen penggajian.(Ramadanti, 2022).
1. Transfer Uang (Transfer)
Layanan transfer dana adalah jenis penawaran dari bank yang dapat digunakan oleh pelanggan untuk mengirimkan sejumlah uang yang ditentukan. Transfer uang dikategorikan menjadi dua jenis berdasarkan jumlah yang terlibat.:
a. Transfer uang bernilai kecil. Transfer yang bernilai kurang dari Rp100.000.000. Transaksi semacam itu dapat dilaksanakan melalui organisasi penyelesaian lokal dan/atau menggunakan RTGS, yang merujuk pada penyelesaian bruto secara waktu nyata, memungkinkan transfer menggunakan platform elektronik.

b. ransfer uang bernilai besar. Transfer yang bernilai Rp100.000.000 atau lebih harus diselesaikan melalui RTGS. RTGS melibatkan transfer dana melalui platform digital yang disediakan oleh Bank Indonesia. Transaksi besar sebaiknya tidak dilakukan melalui organisasi penyelesaian lokal.



2. Kliring
Pembersihan mengacu pada proses berbagi dokumen atau Data Keuangan Elektronik (EFD) antara anggota pembersihan, baik yang mewakili anggota itu sendiri atau klien mereka, dengan penyelesaian keuangan yang terjadi pada waktu yang ditentukan. Layanan ini, yang ditawarkan oleh bank, memfasilitasi pengumpulan dokumen di antara lembaga-lembaga yang beroperasi dalam wilayah pembersihan yang sama. Jenis dokumen yang memenuhi syarat untuk diproses dalam kegiatan pembersihan mencakup cek, surat promes, giro, dan bentuk sekuritas lainnya. Secara umum, prosedur pembersihan diselesaikan dalam jangka waktu rata-rata satu hari. Dokumen yang terlibat adalah instrumen pembayaran non-tunai yang dicocokkan dengan kewajiban pemegang akun dan/atau untuk keuntungan pemegang akun di bank.
3. Inkaso
melibatkan delegasi kekuasaan dari sebuah korporasi atau individu kepada lembaga keuangan untuk mengelola pengambilan pembayaran, mencari otorisasi untuk pembayaran (penerimaan), atau secara langsung mengajukan dokumen kepada entitas terkait yang terletak di berbagai lokasi, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Operasi ini mencakup alat keuangan seperti faktur, cek, tanda terima pembayaran, surat utang, dan lainnya, yang tersedia dalam mata uang lokal atau dana asing. Koleksi merupakan tawaran perbankan yang fokus pada pengumpulan dokumen penyelesaian dan/atau instrumen keuangan disediakan oleh lembaga keuangan di luar zona penyelesaian yang ditentukan.
4. Intercity clearing
Sistem ini berfungsi sebagai cara untuk mengumpulkan dokumen dan sekuritas dari bank-bank yang berada di luar wilayah penyelesaian yang ditentukan. Penyelesaian Antar Kota meningkatkan proses pengumpulan, memungkinkan penyelesaian transaksi

yang lebih efektif antar berbagai kota. Tujuan utama dari Penyelesaian Antar Kota adalah untuk meningkatkan efisiensi penyelesaian transaksi cek antar kota. Oleh karena itu, cek yang diberikan oleh cabang suatu bank dapat diselesaikan di wilayah penyelesaian mana pun, asalkan cek tersebut diterbitkan oleh bank yang telah terdaftar sebagai peserta dalam sistem Penyelesaian Antar Kota dan terdapat cabang bank tersebut yang terlibat dalam proses penyelesaian
5. Letter of Credit
Surat kredit pada dasarnya adalah jaminan bersyarat yang diberikan oleh bank yang mengeluarkannya, yang memastikan pembayaran untuk wesel yang diajukan oleh penerima, dengan syarat ketentuan yang ditetapkan dalam surat tersebut dipenuhi, sesuai dengan UCP 600. Layanan yang ditawarkan oleh bank ini membantu masyarakat umum dalam mendorong pergerakan produk, yang dapat mencakup barang-barang yang diperdagangkan di dalam negeri (antarpulau) atau barang-barang yang terlibat dalam perdagangan internasional. Selain itu, surat kredit berfungsi untuk documnetary kredit.
6. Payment
Bank menyediakan layanan ini untuk memproses pembayaran atas nama nasabah, dan sebagai imbalannya, bank mengenakan biaya atas layanan yang diberikan.
Contoh akad Wakalah:
proses transfer uang, di mana nasabah (Al-Muwakkil) memberikan kuasa kepada bank (Al-Wakil) untuk melakukan pemindahan dana ke rekening orang lain. Prosedur ini dimulai dengan instruksi dari nasabah, kemudian bank memotong sejumlah uang dari rekening nasabah (untuk transfer antar rekening), dan akhirnya mengkreditkan dana tersebut ke rekening penerima. Berikut ini adalah beberapa tahapan yang terlibat dalam proses transfer tersebut. (Syariah et al., 2021).
4. Pengiriman Uang
Dalam kerangka pengiriman uang, dana diserahkan langsung dari pemancar (Al- Muwakkil) ke perwakilan (Al-Wakil) , yang kemudian menyerahkan uang kepada penerima yang dimaksud. Berikut adalah garis besar cara mengirim uang melalui pengiriman uang.
5. Transfer uang melalui cabang bank

Dalam metode ini, individu (Al-Muwakkil) memberikan uang kepada bank, bertindak sebagai wakilnya, namun bank tidak langsung mentransfer dana ke penerima yang dituju. Sebaliknya, dana tersebut dikreditkan ke rekening penerima. Berikut adalah garis besar prosedur untuk mengirim uang melalui cabang bank.
3. Transfer melalui ATM
Pendekatan alternatif untuk memindahkan dana mencakup proses delegasi di mana pihak utama tidak secara pribadi menyerahkan uang tunai ke bank. Sebagai gantinya, Al- Muwakkil menginstruksikan bank untuk mendebet rekeningnya dan mengkreditkan jumlah tersebut ke rekening penerima. Metode ketiga ini merupakan yang paling umum digunakan Saat ini, ini memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi secara mandiri melalui mesin anjungan tunai otomatis. (Yunus, 2021).
Contoh kasus wakalah:
Implementasi Konsep wakalah dalam keuangan Islam dapat dijelaskan dengan cara ini:
a. Seorang nasabah bermaksud membeli mobil Honda terbaru dari Jepang dan meminta bantuan bank syariah untuk mewakilinya dalam pembelian tersebut.
b. Bank kemudian berkoordinasi dengan bank mitra di Jepang untuk mengurus pengiriman mobil.
c. Setelah terjadi kesepakatan antara kedua bank dan juga antara bank dengan nasabah, nasabah diwajibkan memberikan letter of credit sebagai jaminan transaksi hingga mobil sampai.
d. Jika nasabah tidak memiliki dana tunai, bank menyediakan akad pembiayaan murabahah. Dengan demikian, transaksi ini melibatkan dua akad sekaligus, yaitu wakalah dan murabahah.
1. Pengertian Rahn
Dalam bahasa Arab, kata untuk pion adalah rahn, yang berarti sesuatu yang permanen, tidak berubah, atau berfungsi sebagai bentuk jaminan. Dalam konteks hukum positif Indonesia, gadai disebut dengan beberapa nama seperti agunan, jaminan, gadai, atau beban. Gadai mewakili sebuah kontrak di mana sebuah objek diberikan sebagai jaminan untuk mengamankan pilihan pendanaan. Terdapat berbagai interpretasi dan definisi mengenai gadai. Seperti yang Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, jaminan berarti hak yang dimiliki oleh pemberi pinjaman (entitas yang memberikan pinjaman) terkait aset bergerak yang telah dipindahkan kepada mereka oleh

peminjam (individu yang berutang uang) atau pihak ketiga yang bertindak atas nama peminjam. Hak ini memungkinkan pemberi pinjaman untuk memiliki prioritas dalam memulihkan pembayaran dari pendapatan yang dihasilkan dari penjualan aset dibandingkan dengan pemberi pinjaman lainnya, selain biaya terkait lelang, biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan aset yang dijaminkan, dan pengeluaran lain yang harus diutamakan. (Alexander et al., 2023) .
Gadai adalah bentuk jaminan di mana suatu barang dijadikan sebagai agunan untuk sebuah utang dan dapat dijual nantinya untuk melunasi utang jika pemilik utang tidak mampu membayar karena kesulitan keuangan. Dalam konteks Islam, istilah rahn juga dapat disebut sebagai al-habsu, yang menunjukkan tindakan menahan atau mengendalikan. Berdasarkan peraturan Islam, hipotek berarti penggunaan aset yang berfungsi sebagai aset untuk mengamankan pinjaman, yang memungkinkan individu untuk mendapatkan pinjaman/mendapatkan manfaat dari aset tersebut. Individu yang memiliki aset yang dihipotekkan dikenal sebagai rahin, sedangkan pemberi pinjaman yang menawarkan pinjaman dan mempertahankan aset tersebut disebut sebagai murtahin. Aset yang digunakan sebagai jaminan disebut rahn.
2. Landasan Hukum Rahn
Rahn (gadai) dibolehkan dalam hukum Islam berdasarkan berbagai poin yang disampaikan dalam Quran dan ajaran Nabi Muhammad SAW, serta telah disepakati oleh para ulama melalui ijma’. Salah satu dalil tersebut terletak di Surah
a. QS. Al-Baqarah ayat 283
وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فرهان مقبوضةً فَإِنْ أمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُودُ الَّذِي اؤْتُمِنَ أمانته وَلْيَتَّقِ الله رَبَّهُ وَلََ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ، وَمَن يَكْتُمُهَا فإنَّه أَيمُ قَلْبُهُ * وَاُلله بِمَا تَعْمَلُونَعْلِيمُ
Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah secara tidak tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh piutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya. (QS 2:283).
Sheikh Muhammad Ali As-sayis menunjukkan bahwa bagian dari Al-Qur'an tersebut menjadi pengingat untuk selalu berhati-hati saat melakukan perjanjian utang dengan jangka waktu tertentu, yaitu dengan menggunakan barang sebagai jaminan bagi pemberi pinjaman (rahn). Ia juga menyampaikan bahwa rrahn dapat dibuat ketika kedua sisi

bergerak (migran), dan dalam kasus ini, sangat penting untuk mendokumentasikan transaksi oleh seseorang dan disaksikan oleh orang lain. Menurut Syaikh Ali As-Sayis, rahn justru memberikan tingkat keamanan dan kehati-hatian yang lebih tinggi dibandingkan hanya mengandalkan dokumen tertulis dan kesaksian.
Namun demikian, penerima gadai (murtahin) berhak menolak jaminan (marhun) yang diperoleh dari pihak yang memberi jaminan (rahin) ketika dia memiliki keyakinan bahwa pemberi jaminan akan memenuhi kewajibannya. Tujuan utama dari rahn adalah untuk mencegah kerugian yang mungkin timbul akibat salah satu atau kedua pihak mengingkari komitmen dalam perjanjian pinjam-meminjam.
b. Hadis
a). Penceritaan dari A'isyah ra yang dicatat oleh Imam Muslim menyatakan:
عن عائشة قالتْ اشْتَرَى رَسُولُ اِلله صَلَّى اَّللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِي طَعَامًا وَرَفَلَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ
Tentu saja, Nabi Muhammad (semoga salam sejahtera bagi beliau) memperoleh makanan dari seorang individu Yahudi dengan menggadaikan baju zirahnya sebagai jaminan. (HR. Muslim)
b). Hadis riwayat Abu Hurairah ra, yang berbunyi
.وعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اِلله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ) لََ يَغْلَقُ الرُّهْنُ من صاحبهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِغْرُمْهُ ( رَوَاهُ الدَّارَقْطْنِيُّ, واللْحَاكِمُ, وَرِجاله ثقات. إلَ أن الْمَحْفُوظ عِنْدَ أبي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ إرسال
Barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan, baginya risiko dan hasilnya. (HR. Asy-Syaf’i dan Ad-Daruquthni)



c. Ijma’ Ulama
Kesepakatan di antara kalangan akademis mendukung legalitas sebuah janji. Pandangan ini dipengaruhi oleh sebuah peristiwa dalam kehidupan Nabi Muhammad (SAW), yang meminjamkan baju zirahnya sebagai ganti makanan dari seorang individu Yahudi. Para ulama mengacu pada momen ini untuk menyoroti bagaimana Nabi Muhammad (SAW) lebih memilih untuk berbisnis dengan seseorang di luar teman-teman kayanya, menunjukkan keinginannya untuk tidak membebani temannya, yang biasanya ragu untuk menerima pembayaran atas kebaikan yang diberikan oleh Nabi Muhammad (SAW).
Fatwa DSN-MUI

Fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2002 membahas akad gadai syariah (rahn). Fatwa ini Ditetapkan bahwa pinjaman dijamin dengan menawarkan barang sebagai jaminan untuk kewajiban. Ini diperbolehkan berdasarkan peraturan berikut:
1. Hak Penerima: Individu yang menerima barang memiliki wewenang untuk mempertahankan jaminan hingga peminjam asli memenuhi kewajiban keuangannya.
2. Kepemilikan Jaminan: Barang yang dijamin dan manfaat yang terkait tetap milik peminjam.
3. Penggunaan Jaminan: Umumnya, barang yang dijamin tidak dapat digunakan oleh penerima kecuali diizinkan oleh peminjam, memastikan bahwa nilainya tidak berkurang, dan setiap penggunaan dibatasi untuk menutupi biaya perawatan dan penyimpanan.
4. Biaya Perawatan: Tanggung jawab untuk perawatan dan penyimpanan barang yang dijamin terletak pada peminjam.
5. Pengalihan Jaminan: Jika peminjam gagal membayar utang, penerima berhak untuk menjual barang yang dijamin membayar hutangnya tersebut, dan serta sisa lebih dari hasil penjualan dikembalikan kepada rahin.
Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 membahas pembiayaan yang dijamin dengan jaminan, yang dikenal sebagai al-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn.
Fatwa ini menguraikan kerangka kerja untuk pendanaan yang didukung oleh jaminan tersebut. Dalam fatwa ini, DSN-MUI menekankan bahwa jaminan barang gadai , yang dikenal sebagai al-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn. Dalam pendapat hukum ini, DSN-MUI menekankan bahwa:
1. Diperbolehkan untuk melakukan pembiayaan dengan jaminan: Pendanaan yang disertai dengan jaminan diperbolehkan selama memenuhi prinsip-prinsip syariah.
2. Ketentuan Akad: Akad pembiayaan dan akad rahn harus terpisah dan tidak saling mempengaruhi, untuk menghindari praktik riba.
3. Biaya Terkait: Biaya yang timbul dari akad rahn, seperti biaya penyimpanan, wajib berlandasan pada akad ijarah yang terpisah serta mengikuti aturan syaria.
3. Rukun dan Syarat Rahn
Dalam melakukan sebuah komitmen, ada beberapa komponen Dan kriteria penting dalam kontrak gadai yang perlu dipenuhi. Ungkapan rukun mengacu pada komponen penting yang menentukan keabsahan suatu tindakan, sedangkan syarat merujuk pada ketentuan atau pedoman

yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan.(Syuhudi et al., 2023).
A. Rukun Rahn
Elemen-elemen penting dari perjanjian rahn meliputi rahin (individu yang menawarkan aset), murtahin (individu yang menerima aset), marhun atau rahn (aset yang dijaminkan), dan marhun bih (kewajiban finansial), bersama dengan ijab qabul. Elemen tambahan muncul dari keberadaan ijab dan qabul. Pinjaman yang dijamin atau arrangement gadai terdiri dari beberapa komponen kunci, yang meliputi:
1. Aqid (pihak yang mengikat), yang memiliki dua aspek:
a. Rahin, yang menyediakan aset sebagai jaminan.
b. Murtahin, pemberi pinjaman yang mengambil alih aset yang dijaminkan sebagai bentuk pembayaran kembali untuk dana yang dipinjam (kreditur)
2. Ma’qud ‘alaih (fokus perjanjian), yang mencakup dua aspek:
a. Marhun (aset yang dijaminkan)
b. Dain Marhun bih (kewajiban yang terkait dengan aset yang dijaminkan)
3. Sighat (perjanjian gadai)
Ibn Rushd, dalam karyanya Bidayatul Mujtahid, mengidentifikasi tiga komponen yang membentuk kerangka transaksi gadai:
a) a) Individu yang terlibat dalam pegadaian
b) Akad Gadai
dari mazhab Shafi'i menyatakan bahwa kesepakatan pegadaian sah dengan tiga kriteria tertentu:
1.) wajib melibatkan agunan yang berwujud, karena utang itu sendiri tidak dapat digadaikan.
2.) Kepemilikan barang yang digadaikan tidak boleh terhalang, contoh, dengan mushaf.
3.) Barang yang digadaikan dapat dilikuidasi ketika waktu pembayaran utang tiba.
Seperti yang dinyatakan oleh Sayyid Sabiq dalam karyanya "Fiqh Sunnah", syarat kevalidan dari kesepakatan rahn (gadai) mencakup:
1.) Mampu mental
2.) Berusia di atas umur hukum
3.) Barang yang dimaksud sebagai agunan harus tersedia pada saat kontrak dilakukan,

meskipun berbeda jenis.
4.) Barang yang ingin digadaikan harus disimpan oleh individu yang menerima gadai (murtahin) atau agen yang telah mereka beri kuasa.
c. Barang yang digadaikan
Dalam hal ini, menurut para ulama Shafi'i, barang yang digadaikan harus memenuhi tiga persyaratan penting:
1) Ini ada sebagai kewajiban karena barang yang dipinjam tidak bisa dijaminkan dengan jaminan.
2) Beralih ke kondisi yang permanen, karena tidak dapat diamankan sebelum menjadi perlengkapan, misalnya, ketika seseorang mendapatkan jaminan sebagai imbalan atas barang yang mereka pinjam.
3) Objek yang ditawarkan sebagai jaminan saat ini tidak terlibat dalam proses pembayaran apa pun, baik yang wajib maupun sukarela, seperti jaminan dalam kitabah.
B. Syarat-Syarat Rahn
1). Pemberi Dan Penerima Jaminan
Mengenai pihak yang memberikan jaminan dan pihak yang menerimanya, keduanya harus memiliki kapasitas hukum untuk terlibat dalam tindakan berdasarkan hukum Islam, menunjukkan bahwa mereka harus cakap secara mental dan sudah dewasa.
2). Sighat
a. Sighat harus bebas dari persyaratan bersyarat atau tanggal tertentu di masa depan.
b. Rahn menggabungkan unsur penyediaan pinjaman dan pelepasan barang yang mirip dengan perdagangan. Oleh karena itu, tidak ada persyaratan atau tenggat waktu di masa depan yang seharusnya diterapkan.
c. Marhun bih (utang)
Marhun bih (utang) Terkait dengan kondisi utang, penting bahwa jumlahnya ditentukan, artinya tidak boleh berupa utang yang bervariasi atau yang menghasilkan bunga. Jika utang tersebut melibatkan bunga, maka perjanjian tersebut akan mencakup unsur riba, yang tidak kompatibel dengan prinsip hukum Islam.

4. Skema Rahn
[image: ]

Keterangan Gambar: Skema Akad rahn
Gambar tersebut menunjukkan mekanisme akad rahn dalam konteks keuangan syariah.
Berikut adalah penjelasan setiap komponen dalam skema:
1. Murtahin (Bank): Mengacu pada entitas keuangan (bank) yang menawarkan pinjaman. Digambarkan dengan ikon yang mewakili institusi perbankan dan mata uang.
2. Marhun Bih (Debitur): Individu atau entitas yang mendapatkan dana dari bank. Diwakili dengan ilustrasi uang yang diterima.
3. Rahin (Jaminan): Individu atau entitas yang menyediakan jaminan (barang) kepada bank. Divisualisasikan dengan gambaran seorang individu.
4. Marhun (Agunan): Aset yang digunakan sebagai jaminan. Diwakili dengan ilustrasi kendaraan.
Proses:
· Pembiayaan: Peralihan dana dari Murtahin (Bank) ke Marhun Bih (Debitur).
· Menjaminkan barang: Tindakan Rahin (Debitur) menawarkan jaminan (Marhun) kepada Murtahin (Bank). Ini digambarkan dengan garis putus-putus dari Marhun ke Murtahin. Agunan berada di bawah kendali Murtahin sampai pelunasan terjadi.
5. Aplikasi Rahn dalam lembaga keuangan syariah
Di Organisasi perbankan syariah menggunakan perjanjian rahn dengan dua cara: pertama, sebagai layanan tambahan yang berfungsi sebagai jaminan untuk pembiayaan, dan kedua,

sebagai tawaran utama yang diterapkan dalam konteks gadai.
1. Perjanjian Rahn sebagai Barang Jaminan (Jaminan Pembiayaan) Barang yang dijadikan sebagai jaminan disebut al-marhûn. Pada saat kontrak rahn dibuat, barang-barang ini harus disediakan oleh penjamin (ar-râhin) kepada pihak yang menerima jaminan (al-murtahin). Melalui pengalihan ini, penerima jaminan memperoleh wewenang atas aset tersebut. Jika aset tersebut terdiri dari barang-barang berwujud seperti televisi atau perangkat elektronik, perhiasan, dan barang serupa, penyerahan dilakukan dengan menyerahkan barang tersebut secara fisik kepada penerima gadai. Untuk aset tak bergerak seperti rumah atau tanah, penyerahan dilakukan dengan menyerahkan sesuatu yang menjadi tanda bahwa penerima gadai kini memegang otoritas atas aset tersebut.(Muhammad Wifqi Hidayatullah et al., 2024).
Dalam kontrak penjualan kredit, produk yang dibeli dengan kredit tidak dapat digunakan sebagai jaminan. Sebagai gantinya, barang-barang lain yang bukan merupakan produk yang dibeli (al-mabî’) harus berfungsi sebagai jaminan. Perjanjian ar-rahn (jaminan) berfungsi sebagai jaminan untuk pinjaman, memastikan bahwa pemberi pinjaman Pemberi pinjaman merasa yakin untuk memberikan pinjaman atau berpartisipasi dalam transaksi kredit dengan penerima. Kesepakatan ini perlu ditetapkan selama kontrak pinjaman atau kredit. Jika pembiayaan telah dilakukan dan perjanjian kredit sudah berlaku, penambahan jaminan di kemudian hari menjadi tidak efektif mewakili bentuk jaminan yang valid. Oleh karena itu, dalam kasus-kasus ini, ar-rahn tidak memiliki nilai hukum yang berarti.
2. Pemanfaatan al-marhun oleh al-Murtahin.
Kewenangan untuk mengalihkan jaminan terletak pada pihak yang menerima jaminan. Namun, ini tidak berarti bahwa pihak yang menerima jaminan memiliki hak untuk memanfaatkan jaminan tersebut. Hal ini karena jaminan hanya berfungsi sebagai bentuk keamanan, sementara keuntungan, seperti yang dinyatakan dalam hadits di atas, tetap berada pada pemilik yang sah, yaitu pemberi jaminan. Akibatnya, pemberi jaminan mempertahankan kemampuan untuk memanfaatkan tanah yang telah mereka tawarkan sebagai jaminan; lebih jauh lagi, mereka memiliki hak untuk menyewakan jaminan, seperti rumah atau kendaraan, kepada orang lain atau bahkan kepada pihak yang menerima jaminan, asalkan ini tidak mengurangi nilai aset yang dijaminkan. Pemberi jaminan dapat

juga mengkomunikasikan keuntungan dari aset ini atau mengizinkan orang lain untuk menggunakannya, terlepas dari apakah orang tersebut terlibat dalam perjanjian atau tidak. bukan.
Manfaat gadai Syariah
1. Proses Cepat , yang menunjukkan bahwa klien Sangat mungkin untuk mendapatkan pembiayaan yang diperlukan dengan cepat, karena penilaian dan dokumen memerlukan waktu sekitar 15 menit untuk diselesaikan.
2. Proses sederhana, yang menunjukkan bahwa yang perlu Anda lakukan adalah menyajikan barang yang ingin Anda gadaikan bersama dengan bukti kepemilikan dan dokumen identitas. Tidak ada persyaratan untuk membuka akun atau mengikuti prosedur rumit lainnya.
3. Jaminan keamanan barang, yang menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah akan memberikan jaminan untuk keamanan barang yang digadaikan, sesuai dengan langkah-langkah keamanan yang telah ditentukan dan kebijakan asuransi.
4. Batas maksimum untuk pinjaman, yang menunjukkan bahwa ia menawarkan pembiayaan hingga 90% dari nilai yang dinilai dari aset. Oleh karena itu, barang yang tergadaikan tidak terpengaruh oleh proporsi nilai yang dinilai terhadap pinjaman. Ini menjamin bahwa setiap aset memiliki nilai ekonomi yang logis.
5. Durasi pinjaman mengacu pada jangka waktu di mana peminjam atau klien diizinkan untuk mengakses pinjaman, yang dapat berlangsung hingga empat bulan.
6. Sumber pendanaan menunjukkan bahwa dukungan keuangan untuk Pegadaian Syariah sepenuhnya bersumber dari Bank Syariah, dimulai dengan Bank Muamalat Indonesia, sehingga menjaga integritas kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip Syariah.
Perbedaan antara Pegadaian Syariah dan Pegadaian Tradisional terletak pada fakta bahwa Pegadaian Islam tidak menekankan biaya yang terkait dengan bunga untuk barang yang dijamin. Bahkan tanpa adanya bunga, lembaga-lembaga ini tetap menghasilkan pendapatan melalui mengenakan biaya perawatan terhadap barang yang digadaikan (Komarudin & Annas, 2024). Biaya ini ditentukan berdasarkan nilai barang tersebut daripada jumlah yang dipinjam. Sebaliknya, pegadaian tradisional menghitung biayanya berdasarkan jumlah yang dipinjam. Kategori biaya di pegadaian tradisional terdiri dari:
1. Biaya pemrosesan adalah 1% dari total nilai pinjaman.
2. Biaya untuk penyewaan ditentukan dengan cara berikut: a Untuk pinjaman di bawah Rp

20.000.000, jika jangka waktu peminjaman adalah setiap 15 hari, tarif ditetapkan pada 1,25% b. Untuk pinjaman yang melebihi Rp 20.000.000, dengan jangka waktu pembayaran setiap 30 hari (satu bulan), suku bunga adalah 1%.
Biaya yang bervariasi dari layanan gadai Islam adalah sebagai berikut:
1. Biaya untuk pemrosesan ditentukan sebagai berikut: Rp 20.000 sampai Rp 150.000 = Rp 1.000, Rp 155.000 sampai Rp 500.000 = Rp 3.000, Rp 505.000 sampai Rp 1.000.000 = Rp
5.000, Rp 1.050.000 sampai Rp 10.000.000 = Rp 15.000, dan untuk jumlah mulai dari Rp
10.050.000 dan lebih tinggi = Rp 25.000.
2. Biaya untuk layanan penyimpanan ditentukan dengan cara ini: Biaya Layanan Penyimpanan dinilai setiap 10 hari dan berasal dari: Nilai Barang dikalikan dengan Tarif Rp 10.000. Tarif yang berlaku adalah: Emas sebesar Rp 90, Barang Elektronik sebesar Rp 95, dan Sepeda Motor sebesar Rp 100. Ketika kita menganalisis bobot dari pengeluaran variabel ini, muncul variasi yang signifikan. Misalnya, aset jaminan yang terdiri dari emas 22 karat seberat 60 gram, bernilai sekitar Rp 5.600.000.
Contoh kasus Akad Rahn:
1. seorang nasabah menggadaikan emasnya sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman dari bank syariah. Jika nasabah tidak dapat melunasi hutangnya, bank syariah berhak menjual emas tersebut untuk melunasi utang.
2. Bapak Budi membutuhkan dana sebesar Rp 10 juta untuk modal usaha. Ia kemudian melakukan akad rahn dengan Bank Syariah Mandiri, dengan menyerahkan emas seberat 100 gram sebagai jaminan.

Penerapan Akad Wakalah dan Rahn dalam Pegadaian Syariah Cabang Bangkalan
Pelaksanaan akad rahn dan wakalah di Pegadaian Syariah Cabang Bangkalan menunjukkan penerapan prinsip-prinsip syariah yang terstruktur dan sesuai dengan ketentuan fikih muamalah. Proses gadai syariah dimulai ketika seorang nasabah (rahin) datang membawa barang berharga miliknya, seperti emas atau surat berharga, untuk dijadikan jaminan pembiayaan. Petugas pegadaian akan memeriksa identitas dan kelengkapan dokumen administrasi nasabah sebelum barang diterima untuk ditaksir. Barang yang dijaminkan harus halal, bernilai ekonomis, dan dimiliki secara sah oleh nasabah, sesuai dengan prinsip hukum syariah.
Langkah selanjutnya adalah penaksiran nilai barang jaminan oleh petugas appraisal. Nilai pasar barang ditentukan secara profesional dan objektif, serta dituangkan dalam berita acara. Jumlah pembiayaan yang diberikan biasanya maksimal 85% dari nilai barang untuk menghindari risiko kerugian jika terjadi gagal bayar. Setelah itu, dua akad dilangsungkan secara bersamaan, yakni akad rahn (penyerahan barang jaminan) dan akad qardh (pemberian pinjaman tunai). Tidak ada unsur bunga dalam proses ini. Yang dibebankan kepada nasabah hanya biaya penitipan barang (ujrah) yang dihitung berdasarkan kebutuhan riil dan sesuai Fatwa DSN-MUI No. 25/2002 dan No. 92/2014.
Setelah akad selesai, barang disimpan oleh pihak pegadaian di ruang penyimpanan yang aman. Nasabah tidak memiliki hak untuk menggunakan barang tersebut selama masa pinjaman. Pelunasan dapat dilakukan sesuai jangka waktu yang telah disepakati, dengan membayar pokok pinjaman serta ujrah. Bila rahin melunasi lebih cepat, tidak dikenakan denda. Namun, jika gagal melunasi hingga jatuh tempo, barang akan dijual oleh pegadaian secara syar’i dan terbuka. Keuntungan dari hasil penjualan yang melebihi utang akan dikembalikan kepada rahin, sementara jika hasil penjualan tidak mencukupi, sisanya tetap menjadi kewajiban nasabah.
Dalam praktik pelunasan, Pegadaian Syariah juga memperbolehkan pelunasan dilakukan oleh pihak lain melalui mekanisme akad wakalah. Syaratnya adalah membawa surat kuasa dari pemilik barang, KTP asli pemilik, dan identitas wakil. Penyerahan barang hanya dilakukan jika dokumen lengkap dan sesuai dengan nama yang tercantum dalam akad. Berbeda dengan pelunasan, untuk proses perpanjangan masa gadai, perwakilan dapat dilakukan tanpa surat kuasa karena barang masih berada di tempat penyimpanan dan belum keluar dari pengawasan pegadaian.
Petugas Pegadaian Syariah Cabang Bangkalan juga menegaskan bahwa perbedaan utama antara pegadaian syariah dan konvensional terletak pada akad dan prinsip dasar yang digunakan. Pegadaian syariah berlandaskan pada Al-Qur’an dan hadis, sebagaimana dicontohkan Rasulullah ﷺ yang pernah menggadaikan baju zirahnya kepada seorang Yahudi. Sistem syariah menghindari segala bentuk riba dan menekankan pada asas keadilan, tolong-menolong (ta’awun), serta keterbukaan. Sementara pegadaian konvensional menetapkan bunga dan denda yang berpotensi merugikan nasabah.
Secara keseluruhan, penerapan akad rahn dan wakalah di Pegadaian Syariah Cabang Bangkalan menunjukkan keseriusan lembaga ini dalam mengedepankan prinsip syariah dalam setiap proses bisnisnya. Setiap tahapan mulai dari pengajuan, penaksiran, akad, penyimpanan, hingga pelunasan dilakukan secara transparan, amanah, dan mengedepankan kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Skema ini memberikan alternatif pembiayaan yang halal, adil, dan terpercaya bagi masyarakat yang membutuhkan dana dengan cepat tanpa harus terjerat riba.

PENUTUP

A.Kesimpulan
Perjanjian Wakalah dan Rahn adalah dua alat penting yang digunakan oleh institusi dalam layanan mereka keuangan syariah yang berperan besar dalam mendukung Sistem kerja bank yang berlandaskan syariah Islam. Wakalah merupakan perjanjian pemberian wewenang dari nasabah kepada institusi keuangan untuk mewakili dalam menjalankan suatu urusan tertentu, sedangkan Rahn adalah akad gadai di mana nasabah menyerahkan barang bernilai sebagai jaminan atas utang yang diterimanya. Kedua akad ini memiliki peran strategis dalam memberikan layanan keuangan yang fleksibel, aman, serta tunduk pada hukum Islam, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk keuangan syariah.
Implementasi Wakalah dalam lembaga keuangan syariah mencakup berbagai Pelayanan yang meliputi transfer uang, kliring, penerbitan letter of credit (L/C), serta transaksi pembayaran. tagihan, serta pembiayaan berbasis akad lain seperti murabahah, salam, ijarah, dan istishna. Wakalah menjadi sarana efisiensi karena bank tidak perlu secara langsung melakukan transaksi, melainkan cukup mewakilkan atau diwakilkan oleh nasabah. Sementara itu, akad Rahn banyak digunakan dalam bentuk gadai emas dan jaminan pembiayaan lainnya, di mana lembaga keuangan memegang barang agunan hingga Nasabah menyelesaikan hutangnya. Barang agunan tidak berpindah kepemilikan dari nasabah, dan penggunaannya oleh lembaga keuangan hanya diperbolehkan jika diizinkan dan tidak mengurangi nilai barang.
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